
BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu
Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 141
huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan
mengoptimalkan pelayanan umum, mendukung
pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan
daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
tentang Retribusi Izin Trayek;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5657);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3527);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun
2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001
Nomor 06 Seri D Nomor 06);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Nunukan.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas

tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku

5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau

modal yang merupakan kesatuan yang melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) atau Koperasi.

6. Angkutan Penumpang umum adalah Kendaraan

bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh

umum dengan dipungut biaya.

7. Trayek adalah Lintasan kendaraan Umum untuk

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus,

mobil penumpang dan angkutan khusus yang

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan

tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam

wilayah daerah.

8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan roda 4

(empat) yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8

(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi.

9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor roda 6

(enam) yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat

duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan

bagasi.



10.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau

badan.

11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,

atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badan.

12.Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut

retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin

kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan

angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah

13.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi

tertentu yang ditetapkan untuk menghitung

besarannya retribusi terhutang.

14.Wajib Retribusi adalah Badan Hukum yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi

untuk memanfaatkan izin Trayek.

16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi,

penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi

serta pengawasan penyetorannya.

17.Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian

kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta

penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi

dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi

untuk diisi secara lengkap dan benar.

18.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Bupati.

19.Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak terutang.


